
BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang tertuang pada Bab 1,

kemudian dianalisis pada berikutnya yaitu Bab 2, Bab 3, dan Bab 4, maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan putusan majelis arbitrase dalam kasus

Al-Warraq v. Indonesia dalam menggunakan metode interpretasi

ejusdem generis sudah sesuai untuk menerapkan prinsip Fair and

Equitable Treatment melalui klausul Most Favoured Nation.

Penggunaan ejusdem generis sudah sesuai dengan hukum

kebiasaan internasional dalam melakukan interpretasi terhadap

klausul Most Favoured Nation. Akan tetapi, Penulis menemukan

penerapan ejusdem generis saja sebagai metode interpretasi masih

kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh penerapan ejusdem generis

yang masih ambigu serta perluasan klausul Most Favoured Nation

berdasarkan ejusdem generis memiliki potensi untuk

disalahgunakan oleh pihak berkepentingan. Penulis berpendapat

bahwa majelis arbitrase seharusnya tetap berpedoman Vienna

Convention on the Law of Treaties 1969 saat menerapkan ejusdem

generis. Hal ini dilakukan untuk menciptakan konsistensi dan sifat

otoritatif dari metode ejusdem generis.

2. Penulis menemukan bahwa pertimbangan dan majelis arbitrase

dalam menggunakan ejusdem generis terutama sumber interpretasi

tidak sesuai dengan syarat ejusdem generis dan Vienna Convention

on the Law of Treaties 1969. Alasannya, karena majelis arbitrase

menggunakan perjanjian yang tidak memiliki sifat, ruang lingkup,

dan pihak yang sama. Pokok bahasan yang sama dan keterikatan

kepada pihak bersengketa secara menyeluruh merupakan syarat

melakukan interpretasi berdasarkan ejusdem generis dan Vienna

Convention on the Law of Treaties 1969. Penulis berpendapat
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bahwa penggunaan BIT UK-Indonesia sebagai salah satu sumber

interpretasi tidak sesuai karena sifat perjanjiannya yang berbeda

dengan OIC Investment Agreement dan pihak yang terikat dalam

perjanjian tersebut hanya Inggris dan Indonesia. Arab Saudi

sebagai negara asal Al-Warraq yang bersengketa tidak memiliki

keterikatan dengan BIT UK-Indonesia, sehingga tidak memenuhi

syarat yang ada.

3. Penulis menemukan bahwa penerapan ejusdem generis yang

dilakukan bersamaan dengan Vienna Convention on the Law of

Treaties 1969 untuk menerapkan prinsip Fair and Equitable

Treatment berdasarkan klausul Most Favoured Nation dalam OIC

Investment Agreement tidak akan mengubah hasil putusan

Al-Warraq v. Indonesia mengenai klaim pelanggaran Fair and

Equitable Treatment. Indonesia tetap berkewajiban untuk

menerapkan prinsip Fair and Equitable Treatment. Akan tetapi,

berkaitan dengan Fair and Equitable Treatment berdasarkan rule of

law, Penulis menemukan bahwa pertimbangan majelis arbitrase

dalam memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip Fair

and Equitable Treatment kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh

penemuan atas dasar hukum yang jelas, konsisten, dan transparan

atas tindakan Indonesia. Negara Indonesia dalam bertindak

terhadap Al-Warraq sebagai investor asing sudah sesuai dengan

hukum nasional yang berlaku baik di peraturan

perundang-undangan.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk permasalahan

serupa dikemudian hari berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,

yakni:

1. Interpretasi yang dilakukan majelis arbitrase dalam menafsirkan

klausul Most Favoured Nation untuk menerapkan prinsip Fair and

Equitable Treatment tetap harus berpedoman dengan Vienna

Convention on the Law of Treaties 1969 sebagai bagian dari
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perjanjian internasional. Penggunaan ejusdem generis sebagai

bagian dari hukum kebiasaan internasional sebaiknya tidak

digunakan secara mandiri untuk menghindari inkonsistensi dan

perluasan yang berlebihan terhadap klausul Most Favoured Nation.

2. Majelis arbitrase lebih memperhatikan perjanjian investasi

internasional sebagai sumber interpretasi yang memiliki pokok

bahasan dan sifat yang sama untuk memenuhi syarat penerapan

ejusdem generis dan Vienna Convention on the Law of Treaties

1969. Hal ini dilakukan untuk menciptakan iklim investasi

internasional dengan legitimate expectations yang tidak rumit,

sehat, dan konsisten.

3. Reformasi perjanjian investasi internasional yang dilakukan

Indonesia dengan mencantumkan prinsip Fair and Equitable

Treatment dan Most Favoured Nation secara spesifik untuk

mencegah timbulnya sengketa berdasarkan klausul tersebut. Secara

khusus, pencantuman klausul Fair and Equitable Treatment dalam

perjanjian investasi internasional dapat dilakukan dengan

menguraikan elemen rule of law yang terdiri atas due process,

reasonableness, non-diskriminasi, konsistensi; dan transparansi.
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